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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025, untuk mencapai tata kelola
pemerintahan yang baik dipandang perlu melakukan
reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;

b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya
sistem manajemen lembaga untuk mendukung
pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Tenaga
Nuklir, dipandang perlu menetapkan Sistem
Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem
Manajemen Mutu Pengawasan Tenaga Nuklir sudah
tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dan
kondisi saat ini, oleh karena itu perlu diganti;

d. bahwa mengacu pada perkembangan pengawasan
ketenaganukliran internasional yang
merekomendasikan agar Badan Pengawas Tenaga
Nuklir menetapkan, menerapkan, memelihara dan
melakukan kaji ulang Sistem Manajemen;
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d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir tentang Sistem Manajemen Badan
Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 01.Rev.2/K-OTK/IV-04 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K-OTK/IV-04
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TENTANG SISTEM MANAJEMEN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR .

Pasal 1

Tujuan Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah untuk
mewujudkan sistem manajemen lembaga dalam mendukung pencapaian
visi dan misi Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.6623

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini
meliputi penetapan dan penerapan persyaratan manajemen secara
menyeluruh dan terintegrasi pada proses pengawasan tenaga nuklir di
Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui pemenuhan persyaratan yang
mengintegrasikan unsur keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan,
mutu dan ekonomi.

Pasal 3

(1) Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir merupakan
persyaratan sistem manajemen di lingkungan Badan Pengawas Tenaga
Nuklir untuk:

a. menunjukkan kemampuan organisasi secara konsisten dalam
menyediakan keluaran pengawasan yang memenuhi persyaratan
pihak berkepentingan serta memenuhi peraturan perundang-
undangan; dan

b. meningkatkan kepuasan pihak berkepentingan melalui aplikasi
sistem secara efektif, termasuk proses perbaikan yang
berkesinambungan dari sistem dan pemenuhan persyaratan-
persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) Persyaratan Sistem Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Manual sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini

Pasal 4

Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir harus memenuhi
persyaratan:

a. mampu menjamin akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Tenaga
Nuklir;

b. mampu membakukan setiap proses Badan Pengawas Tenaga Nuklir
secara komprehensif dan jelas;

c. mampu menetapkan batas-batas tanggungjawab dan wewenang serta
keluaran kinerja masing-masing unit kerja maupun satuan kerja;

d. mampu menstandardisasi sistem dokumentasi dan pengendalian
rekaman;

e. mampu menjamin diterapkannya persyaratan yang ditetapkan dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk
menghasilkan keluaran pengawasan; dan

f. mampu mewujudkan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
sumber daya manusia Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
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Pasal 5

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir menunjuk Sekretaris Utama
sebagai Wakil Manajemen yang memiliki tugas dan wewenang
sebagaimana tercantum dalam Manual yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai
berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun
2006 tentang Penetapan Sistem Manajemen Mutu Pengawasan Tenaga
Nuklir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Bapeten ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2011

KEPALA BADAN

PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

DR.Ir. AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN
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LAMPIRAN
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